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Tiga Partai Politik Direncanakan Besok Daftarkan Bakal Calon Legislatif ke 

Komisi Pemilihan Umum Hulu Sungai Utara 

 
Sumber gambar: 

https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/10/tiga-parpol-direncanakan-besok-daftarkan-bacaleg-ke-

kpu-hsu 

 

Tiga Partai Politik (parpol) direncanakan akan melakukan pendaftaran 

bakal calon legislatif (bacaleg) ke KPU Hulu Sungai Utara (HSU), Kamis (11/5/2023). 

Sebelumnya, sudah ada satu parpol, yakni PKS yang melakukan pendaftaran 30 orang 

bacalegnya ke KPU HSU. 

Ketua KPU HSU, Rina Mei Saputri, Rabu (10/5/2023), saat dikonfirmasi, 

menyampaikan semenjak dibuka hingga hari ini memang baru PKS yang telah daftarkan 

diri. Sedangkan parpol lainnya, ada beberapa yang sudah lakukan konfirmasi terkait 

rencana kapan akan datang mendaftar ke KPU HSU. 

“Besok ada tiga parpol yang rencananya akan lakukan pendaftaran,” katanya. 

Masing-masing, PDIP pada sekitar pukul 10.00 wita,  Partai Nasdem pada sekitar pukul 

11.00 wita dan Partai Golkar sekitar pukul 13.45 WITA. 

Selanjutnya, pada Jumat 12 Mei 2023 direncanakan juga ada tiga parpol,  Partai 

Gelora sekitar pukul 09.00 wita, serta PKB dan PAN dengan waktu yang belum 

ditentukan. 

Untuk diketahui, pendaftaran bacaleg telah dimulai sejak 1 Mei 2023 dan akan 

berakhir  14 Mei 2023. Waktu pendaftaran untuk 1 Mei sampai-13 Mei itu dari pukul 

08.00 sampai 16.00 waktu setempat dan 14 Mei itu dari pukul 08.00 sampai 23.59 waktu 

setempat. 

Dalam proses pendaftaran ada beberapa tahapan yanh harus dilakukan, dimulai 

dari parpol mengisi daftar hadir, kemudian menyerahkan formulir B Pengajuan Bakal 

Calon dan Formulir B Daftar Bakal Calon. Sedangkan untuk persyaratan administrasi 
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caleg itu sendiri diunggah di Silon dan KPU yang meneliti kelengkapan berkas caleg 

lewat Silon. 

 

Sumber berita: 

1. https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/10/tiga-parpol-direncanakan-besok-

daftarkan-bacaleg-ke-kpu-hsu, Tiga Parpol Direncanakan Besok Daftarkan Bacaleg 

ke KPU HSU, (10/05/23).  

2. https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/05/hari-kelima-pendaftaran-bacaleg-

pemilu-2024-baru-3-parpol-sampaikan-rencana-kedatangan-ke-kpu-hsu, Hari 

Kelima Pendaftaran Bacaleg Pemilu 2024, Baru 3 Parpol Sampaikan Rencana 

Kedatangan ke KPU HSU, (05/05/23). 

 

Catatan: 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pertubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik: 

1) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang 

mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus 

rupiah) per suara sah. (Pasal 5 ayat (5). Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi 

anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu 

lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai 

Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik 

tahun anggaran berjalan (Pasal 5 ayat (6). Besaran nilai bantuan keuangan,  dapat 

dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan 

Menteri Dalam Negeri (Pasal 5 ayat (7)); 

2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan 

pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat (Pasal 9 ayat (1). 

Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik, bantuan keuangan kepada 

Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik (Pasal 9 ayat 

(2); 

3) Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak 

menyerahkan laporan pertanggungjawaban, dikenai sanksi administratif berupa tidak 

diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai 

laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK (Pasal 16 ayat (1). Pemeriksaan 

atas laporan pertanggungjawaban dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. (Pasal 

16 ayat (2). 

4) Laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Partai Politik (Pasal 16 ayat 

(3). 
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